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Ringkasan 

 

Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis, mengkaji, mengetahui dan memberi gambaran  

mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di priangan timur melalui optimalisasi 

pengelolaan Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif, 

metode penelitian yang digunakan explanatory survey.  

 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 

180 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis Jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah daerah di Priangan Timur dapat meningkat dengan optimalisasi pengelolaan 

keuangan. 

 

Keyword: Pengelolaan Keuangan, Kinerja Keuangan 
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Pendahuluan 

Kinerja keuangan pemerintah daerah masih banyak dalam kategori opini wajar 

dengan pengecualian, artinya belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan 

Pemeriksaan Keuangan  berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan melihat hasil temuan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan opini yang diberikan kebanyakan Wajar Dengan 

Pengecualian maka itu menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum 

optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh 

Mardiasmo (2004:9) bahwa salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur 

secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.  

Berhubungan dengan  pengelolaan keuangan, maka sesuai dengan  amanat yang 

tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang  Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan di Priangan Timur. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan menjelaskan hubungan kinerja 

keuangan dengan pengelolaan keuangan. Adapun manfaat penelitian ini untuk 

mengembangkan bidang ilmu manajemen mengenai pengelolaan keuangan. Manfaat untuk 

pemerintah Dearah yaitu dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan 

cara  mengoptimalkan pengelolan keuangan. 

Pengelolaan Keuangan  mencakup kegiatan penganganggaran, penatausahaan 

keuangan (prosedur tata usaha keuangan penerimaan/pengeluaran kas), dan pelaporan atau 

prosedur akuntansi.  Ahamad Yani (2013:348) mengemukakan bahwa “Pengelolaan 

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Suhadak 

(2007:136) mengatakan bahwa” masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah 

merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah”. Pengelolaan 

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

petanausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana 

aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. 
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Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat 

digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Indra 

Bastian (2006 : 274) menyataan “kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi orgarnsasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan 

strategis (strategic planning) suatu organisasi umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat 

dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”. Sedangkan Mahsum (2006:25) menyatakan 

bahwa  “kinerja keuangan pemerintah  adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi”. 

Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik maka sangat ditentukan dalam  

pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 

No.105 Tahun 2000  menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. 

Dari kajian teori dan kerangka pemikiran tersebut dapat tergambarkan hubungan 

antar variabel yang diteliti sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Hubungan Variabel 

 

Gambar diatas menjelaskan bahwa untuk mencapai kinerja keuangan yang baik 

maka sangat ditentukan oleh pengelolaan keuangan yang dilakukan. Pengelolaan keuangan 

yang baik harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas 

keadilan dan kepatuhan. 

Hipotesis yang diajukan adalah pengelolaan keuangan yang optimal berpengaruh 

kuat terhadap kinerja keuangan. 

 

 

 

 

Kinerja Keuangan Pengelolaan 

Keuangan 
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Tujuan  

Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis, mengkaji, mengetahui dan memberi 

gambaran mengenai kemampuan Pemerintah Daerah di Priangan Timur dalam meningkatkan 

kinerja keuangan dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif, metode penelitian 

yang digunakan descriptive survey dan explanatory survey. Descriptive survey dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran tentang variabel yang diteliti. Sedangkan explanatory survey 

untuk memperoleh gambaran keterkaitan sebab akibat antar variabel yang diteliti melalui 

pengujian hipotesis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.  

Dalam penelitian ini yang menjadi Unit analisis adalah Pemerintah Daerah dan Kota 

yang ada di Priangan Timur dengan unit observasinya Pimpinan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sebanyak 180 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan data penelitian 

kuatitatif digunakan angket kepada 180 responden serta melakukan wawancara kepada expert 

untuk menghasilkan data kualitatif. 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Jalur (Path Analysis) 

untuk menganalisis data deskriptif dan verifikatif.  

 

Hasil 

a) Hasil Deskriftif 

Pengelolaan Keuangan   diukur dengan 19 item pernyataan dengan 4 (empat) dimensi, 

yaitu: 1) perencanaan, 2) penatausahaan, 3) pertanggungjawaban dan 4) pengawasan. 

Seperti terlihat pada tabel 4.15 adalah hasil penelitian dari 19 item pernyataan yang 

diajukan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data yang mengacu pada kuesioner, diperoleh skor rentang nilai data untuk 

variabel pengelolaan keuangan yang diwakili oleh 19 item pernyataan untuk 180 SKPD. 

Gambaran tentang tanggapan responden terhadap Variabel pengelolaan keuangan  yang 

terdiri dari 19 item pernyataan dengan rincian frekuensi sebagai berikut: Jumlah item 

jawaban responden yang dinyatakan  menjawab skala 1 sebesar 1,401 persen, menjawab 

skala 2 sebesar 0,96 persen, menjawab skala 3 sebesar 7,63 persen, menjawab skala 4 

sebesar 24,89 persen, dan menjawab skala 5 sebesar 91,78 persen. Hal ini berarti bahwa 

data tersebut terpencar dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan nilai rata-rata 
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sebesar 3,326 dengan standar deviasi sebesar 0,861 dengan kategori jawaban berada pada 

rentang 2,465 – 4,187 dengan kriteria rendah menuju baik.  

Dilihat dari rata-rata skor setiap dimensi, diketahui bahwa: 1) dimensi perencanaan  

memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,854 dengan kriteria cukup baik, 2) dimensi 

penatausahaan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,765 dengan kriteria cukup baik, 3) 

dimensi pertanggungjawaban memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,681 dengan kriteria 

cukup baik, dan 4) dimensi pengawasan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,524 dengan 

kriteria cukup baik. 

Dari ke empat dimensi tersebut diatas dimensi perencanaan yang memperoleh nilai rata-

rata terendah sebesar 2,854.  Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: item 

pernyataan no. 5 yaitu Dalam perencanaan diterapkan prinsip Disiplin, yaltu rencana 

APBD harus sudah diajukan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan sehingga perlu 

diperhatikan saat penyusunan dan Pengesahannya dengan nilai rata-rata sebesar 2,448, 

item pernyataan no.7  yaitu Dalam perencanaan diterapkan prinsip Prioritas, yaltu 

penyusunan anggaran diupayakan dapat mempertajam keutamaan penggunaan dana yang 

tersedia untuk pembiayaan program dan kegiatan dengan nilai rata-rata sebesar 2,517, 

item pernyataan no. 6 yaitu Dalam perencanaan diterapkan pñnsip fleksibeI, yaitu karena 

disadari bahwa anggaran pada dasarnya masih merupakan rencana sehingga dalam 

pelaksanaannya  dimungkinkan adanya perubahan dengan nilai rata-rata sebesar 2,810 

dan item pernyataan no 2 yaitu Dalam perencanaan diterapkan prinsip komprehensif, 

yaitu seluruh kegiatan yang akan dilakukan dan mempunyai akibat keuangan harus 

dicantumkan dalam anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 2,871.  

Sedangkan dimensi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah dimensi penatausahaan 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,765. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 

item pernyataan no 10 yaitu setiap belanja dicatat dalam pembukuan dengan nilai rata-

rata sebesar 3,858 dan item pernyataan no. 11 yaitu setiap kekakyaan daerah dicatat 

dalam pembukuan dengan nilai rata-rata sebesar 3,858. 

 

Kinerja Keungan Kinerja Keuangan  diukur dengan 19 item pernyataan dengan 4 (empat) 

dimensi, yaitu: 1) Kesesuaian dengan SAP, 2) Kecukupan Pengungkapan, 3) Kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) efektivitas pengendalian. Seperti terlihat 

pada tabel 4.16 adalah hasil penelitian dari 19 item pernyataan yang diajukan untuk 

mengukur variabel kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang 



5 

 

mengacu pada kuesioner, diperoleh skor rentang nilai data untuk variabel kinerja 

keuangan yang diwakili oleh 19 item pernyataan untuk 180 SKPD. 

gambaran tentang tanggapan responden terhadap Variabel Kinerja keuangan  terdiri dari 

19 item pernyataan dengan rincian frekuensi sebagai berikut: Jumlah item jawaban 

responden yang dinyatakan bahwa menjawab skala 1 sebesar 1,11 persen, menjawab 

skala 2 sebesar 0,52 persen, menjawab skala 3 sebesar 6,89 persen, menjawab skala 4 

sebesar 49,52 persen, dan menjawab skala 5 sebesar 68,63 persen. Hal ini berarti bahwa 

data tersebut terpencar dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,343 dengan standar deviasi sebesar 0,891 dengan kategori jawaban berada pada 

rentang 2,452-4,234 dengan kriteria  rendah menuju baik.  

Dilihat dari rata-rata skor setiap dimensi, diketahui bahwa: 1) dimensi kesesuaian dengan 

standar akuntansi pemerintahan  memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,562 dengan kriteria 

cukup baik, 2) dimensi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,426 dengan kriteria cukup baik, 3) dimensi kecukupan 

pengungkapan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,407 dengan kriteria cukup baik, dan 

4) dimensi efektivitas pengendalian intern memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,023 

dengan kriteria cukup baik. 

Dari ke empat dimensi tersebut diatas dimensi efektivitas yang memperoleh nilai rata-

rata terendah sebesar 3.023.  Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek,  yaitu: item 

pernyataan no. 18 yaitu Semua asset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan 

oleh pengambilalihan,  penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah dengan nilai rata-

rata sebesar 2,465,  dan item pernyataan no.17  yaitu Seluruh transaksi telah diringkas 

secara memadai untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum dengan nilai rata-rata sebesar 2,871.  

Sedangkan dimensi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah dimensi kesesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan dengan nilai rata-rata sebesar 3,562pat dilihat 

dari aspek item pernyataan no 4 yaitu Pengakuan atas unsur laporan keuangan dengan 

nilai rata-rata sebesar 3,858. 

Tabel 1. Kriteria Ketercapaian Skor Tiap Variabel 

Variabel N Mean Std. Dev Rentang 

Pengelolaan Keuangan  180 3,326 0,861 2,465 4,187 

Kinerja Keuangan 180 3,343 0,891 2,452 4,234 

Sumber: Hasil pengolahan Data 
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b)  Hasil Verifikatif 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai korelasi dan koefisien jalur yang telah 

dilakukan, maka diperoleh  derajat kontribusi dari Pengelolaan Keuangan Daerah  

terhadap Kinerja Keuangan, seperti terlihat pada Tabel 4.24  berikut ini: 

Tabel 2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,839a ,703 ,702 5,26396 ,703 422,204 1 178 .000 

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Hasil analisi jalur variabel Pengelolaan Keuangan  terhadap Kinerja Keuangan dapat 

dijelaskan pada Gambar 4.3 dibawah ini:  

 

 

 

Gambar 2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan DaerahTerhadap Kinerja 

Keuangan 

 

Berdasarkan gambar 2, maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut: 

Z = zy.Y+ ɛ2 

Z = 0,839 Y+ ɛ2 

Dimana: 

Y = Pengelolaan Keuangan  

Z = Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai korelasi dan koefisien jalur yang telah dilakukan, 

maka diperoleh derajat kontribusi dari Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja 

Pengelolaan 

Keuangan  

0,839 

Kinerja Keuangan 

2=0,297 
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Keuangan  yang besarnya 0,839. Sehingga semakin baik Pengelolaan Keuangan  

maka akan semakin baik Kinerja Keuangan dengan nilai kontribusi sebesar 0,839. 

Pengaruh Pengelolaan Keuangan  terhadap Kinerja Keuangan adalah sebesar 0,703. 

Hal ini mengindikasikan bahwa Kinerja keuangan dipengaruhi oleh Pengelolaan 

Keuangan  sebesar 70,3%, artinya bahwa semakin tinggi tingkat Pengelolaan 

Keuangan , maka akan semakin baik Kinerja Keuangan, karena dengan tingkat 

Pengelolaan Keuangan  yang tinggi akan tercipta Kinerja Keuangan yang baik 

 

Pembahasan 

Pengelolaan Keuangan 

Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif bahwa variabel Pengelolaan  Keuangan 

Daerah berada pada kriteria rendah menuju baik. Pengukuran Variabel Pengelolaan  

Keuangan Daerah merujuk pada teori Ahmad Yani (2013:348) dengan  empat  dimensi yaitu  

1) perencanaan, 2) penatausahaan, 3) pertanggungjawaban dan 4) pengawasan. 

Jika dilihat dari rata-rata skor setiap dimensi, diketahui bahwa:1). Dimensi 

perencanaan dengan kriteria cukup baik, 2) dimensi penatausahaan dengan kriteria cukup 

baik, 3) dimensi pertanggungjawaban dengan kriteria cukup baik dan 4) dimensi pengawasan 

dengan kriteria cukup baik. Diantara ke empat dimensi tersebut yang meperoleh nilai rata-

rata tertinggi terletak pada dimensi penatausahaan sedangkan dimensi terendah terletak pada 

dimensi perencanaan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa aspek dalam perencanaan 

masih rendah yaitu penerapan prinsip disiplin masih kurang dilaksanakan, rencana APBD 

belum tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, penerapan prinsip prioritas 

dalam penyusunan anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan, begitu juga dalam prinsip 

fleksibel dan komprehensip belum sepenuhnya dilaksanakan. 

Hal serupa diungkapkan oleh expert judgment Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si,  

bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan itu masih rendah. Menurut beliau ada 

beberapa alasan yang menjadi penyebabnya, adalah:1) tidak konsistennya antara perencanaan 

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan perencanaan nasional, 2) DPRD 

selalu minta jatah diluar perencanaan dengan alasan aspirasi masyarakat, dan 3) perencanaan 

yang dibuat tidak berdasarkan kebutuhan tetapi berdasarkan keinginan. Sedangkan menurut 

Dr. Iwan Saputra, M.M, bahwa rendahnya perencanaan disebabkan karena dalam 

perencanaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip 3 E ( Efisien, Ekonomis dan Efektif). 

Selain itu adanya ketidak pahaman terhadap aturan. 
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Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif  bahwa variabel Kinerja Keuangan 

berada pada kriteria cukup baik. Pengukuran Variabel Kinerja Keuangan merujuk pada 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 terdiri dari empat dimensi, yaitu: 1) kesesuaian dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan, 3) Kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, 4) efektivitas pengendalian Intern. 

Gambaran variabel kinerja  keuangan daerah hasil penelitian tersebut secara 

keseluruhan dari responden mengapresiasikan kinerja Keuangan Daerah  berada pada 

kategori cukup baik, dapat dilihat dari: 1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari komponen laporan keuangan yang dibuat sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan di buat berdasarkan karakteristik 

kualitatif laporan keuangan, dan laporan keuangan berdasarkan atas unsur laporan keuangan, 

2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat bahwa laporan 

keuangan disusun sebagai implementasi dari undang-undang dan peraturan perundangan lain 

yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan, 3) kecukupan pengungkapan, hal 

ini dapat dilihat dengan adanya pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.  

Dari hasil pengolahan data, untuk variabel kinerja keuangan dimensi yang tertinggi 

terletak pada dimensi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, sedangkan dimensi 

terendah terletak pada dimensi efektivitas pengendalian intern. Aspek yang masih rendah 

terletak pada: aset belum dlindungi sepenuhnya dari kehilangan yang disebabkan oleh 

pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah serta seluruh transaksi 

belum diringkas secara memadai untuk penyusunan laporan keuangan. Seperi yang 

dikemukakan oleh expert judgment yaitu Dr. Iwan Saputra, MM, bahwa rendahnya 

efektivitas pengendalian diantaranya disebabkan karena tidak menguasai aturan-aturan 

keuangan  sehingga sering menjadi temuan, penatausahaan aset yang belum dikelola dengan 

baik yang mengakibatkan adanya aset-aset yang sulit untuk ditelusuri sehingga 

mengakibatkan adanya perbedaan nilai aset yang tercantum dalam neraca dengan buku 

inventaris. 

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil pengamatan, analisis dan wawancara dengan 

beberapa kepala SKPD dimana kelemahan sistem pengendalian intern  tersebut dikarenakan 

oleh: a) perencanaan kegiatan tidak memadai, b) penyimpangan terhadap peraturan 

perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa 

tentang pendapatan dan belanja, c) penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum 

dilaksanakan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, d) mekanisme 
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pemungutan, penyetoran   dan pelaporan serta   penggunaan   penerimaan negara dan hibah 

tidak sesuai ketentuan, e) penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan 

berakibat peningkatan biaya/belanja, dan f) pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD. 

Dari kelemahan tersebut mengakibatkan  masih banyak pemerintah daerah yang memperoleh 

opini wajar dengan pengecualian sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

daerah  masih belum optimal. 

 

Kesimpulan  

Kinerja keuangan  pemerintah daerah di wilayah priangan timur masih banyak yang 

memperoleh opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion)  sehingga berusaha untuk 

meningkatkannya dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Dengan kinerja keuangan 

yang meningkat melalui pengelolaan keuangan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan harus konsisten antara perencanaan 

jangka panjang, jangka pendek dan perencanaan nasional, perencanaan harus dibuat 

berdasarkan kebutuhan, serta dalam membuat perencanaan harus menerapkan prinsip efisien, 

ekonomis dan efektif. 

 

Saya ucapkan terima kasih kepada para kepala SKPD yang telah memberikan 

informasi dan data untuk penelitian ini. Serta Prof. Dr. Sadu Wasisto, M.Si sebagai staff ahli 

pemerintahan dan Ir. Cornell Syarif Prawiradiningrat, M.M sebagai kepala BPK yang telah 

bersedia sebagai expert judgment sehingga hasil penelitian ini lebih akurat. Begitu juga saya 

ucapkan terima kasih kepada DR. Yat Rospia Brata, M.Si sebagi Rektor Universitas Galuh 

Ciamis. 
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